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Judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdata Di 
Pengadilan Negeri Makassar (Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)”. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan surat wasiat 
dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan surat wasiat menurut 
KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar serta pandangan Kompilasi Hukum 
Islam tentang wasiat menurut KUHPerdata.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan 
Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Klas Ia Makassar. Dalam penelitian ini 
digunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan peneltian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ataupun 
kepustakaan dianalisis dengan menggunakan studi analisis diskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan surat wasiat 
di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat di dalam buku BAB XIV kedua KUHPerdata tentang pelaksana 
surat wasiat dan pengelola harta peninggalan. Adapun Faktor-faktor 
penghambat pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri 
Makassar yaitu apabila adanya ahli waris yang keberatan dengan surat wasiat dan 
apabila surat wasiat memenuhi unsur batal. Pandangan Kompilasi Hukum Islam 
tentang wasiat menurut KUHPerdata bahwa terdapat beberapa persamaan dan 






A. Latar Belakang Masalah 
Pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini demi 
melanjutkan kehidupan umat manusia, stiap manusia yang diciptakan oleh 
Allah Swt dimuka bumi tidaklah lepas dari manusia yang hidup di sekitarnya, 
sebagai manusia yang bertanggung pada manusia yang satu dengan yang lain. 
Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya, 
dimana dalam kehidupan bermasyarakat banyak fenomena-fenomena yang 
mewajibkan kita untuk tolong - menolong satu sama lain, seperti halnya sakit, 
kecelakaan dan meninggal dunia. 
Berdasarkan fenomena di atas ada satu hal yang setiap orang akan 
mengalaminya, yakni kematian. Karena setiap orang yang diciptakan di muka 
bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan dengan 
meninggalnya orang tersebut maka akan terjadi peristiwa hukum, akibat 
hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian 
seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesorang yang meninggal dunia tersebut. 
Sehingga dalam hal penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai 
akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.
1
 
Hukum waris merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang tata 
cara atau proses peralihan harta kekayaan dari perwaris kepada ahli waris atau 
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pada ahli warisnya. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang hal tersebut 




Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini dinamakan wasiat yang 
dibolehkan dalam hukum Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). 
Kaitan dalam hal tersebut wasiat menurut hukum agama Islam, 
sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 180. 
                                        
         
Terjemahannya:  
                             Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini 




         Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang boleh meninggalkan wasiat 
untuk orang yang ditentukannya pada ayat lainnya juga dijelaskan secara tegas 
untuk melaksanakan wasiat dari orang yang meninggal sebagaimana yang 
tertera Q.S. Al-Baqarah/ 2: 181.  
                                     
Terjemahannya:  
Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia 
mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang 
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 Ibid., h. 7. 
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yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui”.4  
 
   
 Sementara itu Wasiat juga diatur dalam (Pasal 874  KUHPerdata): yaitu 
Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para 
ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum 
mengadakan ketetapan yang sah. Dan berdasarkan (Pasal 875 KUHPerdata): pasal 
tersebut menunjukkan bahwa semua harta peninggalan dari pewaris yang 
meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah 
menetapkan secara sah dengan surat wasiat (testament) yang harus dibuat secara 
tertulis. Dengan demikian ahli waris dalam pewarisan barat yang tertera dalam 
KUHPerdata dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat 
dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan 
dalam suatu akta otentik.
5
 
 Walaupun undang-undang memberikan peluang pada Pewaris untuk 
memberikan pernyataan tertentu tentang harta warisannya setelah meninggal 
berupa pernyataan dari suatu pihak saja (eenzijidig) dan setiap waktu dapat ditarik 
kembali oleh yang membuatnya (berroepen), pewaris tetap dibatasi haknya, 
artinya tidak segala yang dikehendaki oleh sebagaimana diletakkan dalam 
wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pembatasan penting 
dari keberadaan testament terletak dalam Pasal-Pasal tentang Legitim Porsi 
(legitieme portie) yaitu bagaimana warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak 
                                                          
4
 Ibid.  
5
 Sri Soemantri Martosoe Wignjo, Hukum Waris Indonesia (Bandung: Rafika Aditama, 





pada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang 
meniggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdata). 
 Isi suatu testament, tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan 
harta warisan saja, tetapi dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukkan seorang 
wali untuk anak-anak simeninggal, pengakuan seorang anak yang lahir diluar 
perkawinan, atau pengangakatan seorang executeurtestamentair, yaitu seorang 
yang dikuasakan mengawasi atau mengatur pelaksanaan  testament. 
 Pada prinsipnya suatu testament dapat ditarik kembali di setiap waktu 
dengan secara tegas atau diam-diam disamping ada dalam beberapa hal yang tidak 
boleh ditarik kembali, misalnya: warisan yang telah diletakkan dalam suatu 
perjanjian perkawinan atau pengangkatan anak yang lahir di luar perkawinan, 
yang telah dicantumkan dalam suatu testament. Tapi ternyata pembuatan suatu 
testament terikat oleh cara tertentu yang kalau diabaikan dapat menimbulkan 
batalnya testament.
6
   
 
B. Rumusan Masalah  
Memperhatikan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah 
diatas, maka masalah pokok “Sejauh mana pelaksanaan wasiat menurut 
KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar” (Ditinjau dari Kompilasi 
Hukum Islam) yang dibatasi dengan sub-sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdata di 
Pengadilan Negeri Makassar? 
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2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan surat wasiat 
menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar ? 
3. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat 
menurut KUHPerdata? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.  Tujuan penulisan 
Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan surat wasiat  menurut   
KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat 
pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri 
Makassar 
c. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat 
menurut KUHPerdata. 
        Alasan pentingnya dibahas: yaitu supaya terjadi kepastian hukum 
tentang pembagian wasiat bagi orang-orang yang beragama Islam dan non 
Muslim. 
2.  Manfaat Penelitian 
a. Berguna untuk memperluas wawasan penulis sehubung persoalan 
kedudukan surat wasiat dalam KUHPerdata ditinjau dari kompilasi 
hukum islam dan juga berguna untuk menjadi bahan bacaan bagi 





Alauddin Makassar khususnya mereka yang bermaksud 
memperdalami ilmu pengetahuan hukum berkenan dengan surat 
wasiat. 
b. Berguna untuk menjadi bahan masukan baik kepada pihak pemerintah 
didalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun pihak 
masyarakat yang bermaksud ingin mengetahui tentang surat wasiat.   
D. Definisi Operasional  
    Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdata di Pengadilan 
Makassar (Di tinjau Kompilasi Hukum Islam ), agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dan penafsiran pada skripsi ini maka akan dijelaskan kata per-
kata sesuai dengan judul yang dimaksud.   
      a. Pelaksanaan Wasiat 
Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan 
pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus 
untuk wasiat tersebut, wasiat sah diucapkan dengan redaksi 
bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak 
pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, 
misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan aku wasiatkan barang 
anu untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat.7 
    b. Wasiat 
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       Adapun yang dimaksud dengan wasiat yaitu  suatu pernyataan dari 
seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada 
asasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak 
saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang 
membuatnya.
8
Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala 
yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat 
itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang 
menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang. 
               c. Kompilasi Hukum Islam  
       Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena disusun 
dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam 
Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan 
oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya 
mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih 
Hindy, fikih lain-lain yang sangat mempehatikan kebutuhan dan 
kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi 
mazhab dalam hukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di 
Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang 
menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.
9
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  Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),  
h. 82. 
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 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika 






      Segala ketentuan aturan yang berlaku mengenai wasiat beserta 
bentuk-bentuk yang ada didalamnya mulai dari Pasal 874-1021 
KUHPerdata. 







A. Landasan Teori 
1. Pengertian Surat Wasiat Dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum 
Islam 
a. Pengertian surat wasiat dalam KUHPerdata  
Pengertian wasiat dapat diketahui dari Pasal 875 BW, yang 
menyatakan bahwa “surat wasiat adalah suatu yang memuat pernyataan 
seseorang tentang apa yang dikehendakinya atau terjadi setelah ia 
meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.”1 
Dari pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri 
surat wasiat menurut KUHPerdata adalah: 
1) Menurut perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali  
2) Menurut kehendak terakhir dan mempumyai kekuatan hukum setelah 
pewaris meninggal dunia.  
Dengan melihat ciri pokok dari testament/surat wasiat tersebut maka 
terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan 
yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akte 
(pasal 930 BW). 
 
                                                          
1
 Republik Indonesia, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUHP, 
KUHAP), (t.t: Wipress, 2008), h. 188.   
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b. Pengertian surat wasiat menurut kompilasi hukum islam 
Menurut pasal 171 butir (f) kompilasi hukum Islam bahwa: wasiat 
adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 
lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2
 
2. Rukun dan Syarat Wasiat Menurut Kompilasi hukum Islam  
Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun 
wasiat. Ulama Mazhab “Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu, 
yaitu ijab (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat). 
Karena menurut mereka, wasiat adalah akad yang hanya mengikat pihak yang 
berwasiat, sedangkan bagi penerima wasiat, akat itu tidak bersifat mengikat. 
Mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan 
wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh sebab 
itu, kabul, tidak perlu sebagai mana yang berlaku dalam hak waris. Namun 
demikian, seperti yang dikatakan Ibnu Abidin
3
 kabul tetap menjadi salah satu 
syarat dalam wasiat. 
Akan tetapi menurut Jumhar ulama fikih, rukun wasiat itu terdiri atas: 
(1) Al-musi (orang yang berwasiat), 
(2) Al-musa lah (yang menrima wasiat), 
(3) Al-musa bin (harta yang diwasiatkan), dan 
(4) Siga (lafal ijab dan kabul). 
                                                          
2
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 
Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 250. 
3
 (w.1252 H/1838 M; tokoh fikih mazhab Hanafi). 
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Sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan di atas, maka ulama 
fikih menetapkan syarat-syarat wasiat, sejalan dengan rukun wasiat diatas 
yaitu:  
a. Syarat – Syarat Orang yang Berwasiat 
1. Orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap bertindak hukum. 
Dalam kaitan ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang 
berwasiat itu di syaratkan telah berakal. 
2. Wasiat itu dilakukan secara sadar dan sukarela oleh sebab itu, orang di 
paksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam wasiat, maka 
wasiatnya tidak sah. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih. 
3. Orang yang berwasiat itu tidak mempunyai utang yang jumlahnya 
sebanyak harta yang akan ditinggalkannya. 
b. Syarat Penerima Wasiat 
Ulama fikih mensyaratkan bahwa wasiat itu ditujukan pada 
kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan 
kemasyarakatan, atau kepada pribadi tertentu. Dalam hal ini ulama fikih 
mensyaratkan bahwa lembaga atau pribadi tersebut: 
1. Benar – benar ada, 
2. Identitasanya jelas, 
3. Orang atau lembaga yang cakap menerima hak/milik, 
4. Penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika 
yang disebut terakhir ini wafatnya terbunuh. 
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5. Penerimah wasiat ini bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi islam), 
dan 
6. Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan ummat islam 
atau sesuatu maksiat misalnya, memberi wasiat kepada orang untuk 
balas dendam.  
c. Syarat Harta yang Diwasiatkan 
Ulama fikih menyatakan bahwa: 
1. Yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai harta dan syarat. Oleh 
sebab itu, apabila harta yang diwasiatkan tidak bernilai harta menurut 
syarat, seperti minuman keras dan babi, wasiatnya tidak sah. 
2. Yang diwasiatkan itu dalah sesuatu yang biasa dijadikan milik, baik 
berupa materi maupun manfaat, misalnya wasiat sebidan tanah, seekor 
unta, atau wasiat pemanfaatan  lahan pertanian selama 10 tahun atau 
mendiami rumah selama satu tahun. 
3. Yang diwasiatkan itu adalah milik al-musi, ketika berlangsungnya 
wasiat. 
     4. Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi seperti harta al-musi.
4
  
3. Dasar Hukum Surat Wasiat dalam KUHPertadata & Kompilasi Hukum 
Islam  
1. Dasar Hukum Menurut KUHPerdata 
Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak 
atau bebas berbuat apa saja terhadap bendanya. Demikian juga orang 





tersebut bebas untuk memwasiatkan hartanya kepada siapa saja yang 
diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan 
oleh undang-undang. 
Dasar hukum dari wasiat (testamentair)  adalah pasal 874 BW yang 
menyatakan bahwa, “segala harta peninggalan sesorang yang meninggal 
dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undang-
undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu 
ketetapan yang sah”.5 
2. Dasar hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Kemudian dalam Islam, dasar hukum wasiat banyak dijumpai 
dalam Al-Qur’an, yang memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban 
bagi seseorang untuk memenuhi tuntukan rasa keadilan.
6
 
Adapun dasar hukum yang dimaksud antara lain: 
QS Al-Baqarah ayat 180, sbb: 
                                  
                
Terjemahannya:  
                               Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 
                                                          
5
 Republik Indonesia, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, loc. cit.   
6
 Abdul Azis Dahlan, Eksiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), h. 102.  
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berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa
7
. 
QS Al-Baqarah ayat 181, sbb: 
                                     
Terjemahannya: 
                           “Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia 
mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-
orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar 
lagi Maha Mengetahui.”  
Dari ayat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa seseorang yang 
didatangi tanda-tanda maut, sedangkan meninggalkan harta maka  
seharusnya berwasiat kepada keluarga atau orang lain yang tidak berhak 
untuk mendapatkan bagian wasiat. Berhubung karena orang tersebut telah 
banyak berbuat baik berjasa besar kepadanya. 




a. Almusja,  yaitu orang yang membuat surat wasiat itu haruslah cakap 
dan dan berindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia hrus benar-
benar berhak atas harta yang akan diwriskan. 
b. Almusaji, lahu, yaitu orang yang menerima hibah wasiat harus cakap 
menerimahnya, aia tidak termasuk ahli waris hibah pemberi wasiat, 
dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh 
dipergunakan bertentangan dengan hukum. 
                                                          
7
 w.1252 H/1838 M; tokoh fikih mazhab Hanafi), h. 27. 
8
 Abdul Wahid Salayan, Iktisar Hukum Islam (Padang:1964), h. 123. 
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c. Almusaji, bihi, yaitu benda yang akan dihibah wasiat kan  sifatnya 
melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang 
sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. “hal 
itu berdasarkan pada Hadis Riwayat Buchari yang meriwayatkan 
tentang nasihat Rasulullah saw kepada Sa’ad bin Abi Waqqas, ketika 
dirinya merasa dirinya akan meninggal dunia.” 
d. Asj sjighah, yaitu isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak 
menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling 
sedikit dua orang. Apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi 
sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu 
cara sebagai berikut: 
(1) Dikurang sampai batas sepertiga harta peninggalan atau 
(2) Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak 
menerima warisan, apabila mereka mengiklaskan kelebihan dari 
sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka 
pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal 
hukumnya”. 
Ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat juga antara lain 
bahwa setelah pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah wasiat harus 
menyatakan sesara tegas bahwa ia menerima hibah wasiat. Hal tersebut 
hanya dapat dilakukan setelah pemberi hibah wasiat meninggal sebab ketika 
pemberi hibah wasiat hidup, hibah sewaktu-waktu dapat ia cabut kembali, 
jika penerima hibah meninggal dunia setelah pemberi hibah wasiat wafat, 
16 
 
akan tetapi penerima hibah wasiat belum secara tegas menyatakan 
menerima, maka sebagai gantinya adalah waris mereka masih berhak untuk 
itu”. 9 
4. Jenis – Jenis Surat Wasiat Menurut KUHPerdata 
Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, maka surat wasiat 
dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 
a. Surat wasiat menurut bentuknya, 
b. Surat wasiat menurut isinya. 
(1)  Surat Wasiat Menurut Pembuatannya 
Berdasarkan ketentuan pasal 931 KUHPerdata, ada 3 macam 
pembuatan surat wasiat yaitu: 
                    a) Surat wasiat yang ditulis sendiri (olografis), 
b) Surat wasiat tak rahasia (openbaar) 
c ) Surat wasiat rahasia (geheim) 
Ketiga jenis surat wasiat tersebut diatas memerlukan campur tangan 
notaris dalam pembuatannya. 
a) Surat wasiat yang ditulis sendiri (Olografis) 
Suarat wasiat olografis adalah surat wasiat yang seluruhnya 
ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris. Dalam pasal 931 KUHPerdata 
(BW) menerangkan bahwa surat wasiat olografis harus di simpan pada 
orang notaris. Penyimpanan tersebut harus dilakukan bersama dengan 
akta penyimpanan yang dibuat oleh notaris yang menyimpan surat 
                                                          
9
 Abdul Wahid Salayan, loc. cit. 
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wasiat tersebut, kemudian ditandatanagani oleh notaris yang 
menyimpan, pewaris yang membuat, dan dua orang saksi yang 
menghadiri peristiwa tersebut. Jika surat wasiat yang disimpan pada 
notaris dalam keadaan tertutup (tersampul), maka akta penyimpanan 
harus dibuat diatas kertas sendiri, dan disampul diberi catatan sendiri 
oleh sipewaris bahwa sampul itu berisi wasiatnya, kemudian 
ditandatangani. Sedang dalam keadaan terbuka akta dapat ditulis bahwa 
surat wasiat itu sendiri, segala sesuatu harus dilakukan dihadapan notaris 
dan saksi-saksi.  
b) Surat wasiat tak rahasia (Openbaar Testament) 
Bedasarkan pasal 938 dan pasal 939 (1) KUHPerdata, bahwa 
yang dimaksud surat wasiat tak rahasia (openbaar testament) adalah 
surat wasiat yang harus di buat di hadapan notaris dan dihadiri oleh dua 
orang saksi. Setelah itu maka si peninggal warisan menyatakan 
kehendaknya kepada notaris kemudian notaris menuliskan dengan kata-
kata yang terang, sesuai dengan kehendak si peninggal warisan, maka 
oleh notaris dibuatkan akta yang harus ditanda tangani oleh notaris, di 
peninggal warisan dan saksi-saksi. 
c) Surat wasiat rahasia (Geheim) 
Berdasar pasal 940 KUHPerdata, bahwa surat wasiat rahasia 
(gehim) adalah surat wasiat yang pembuatannya dibuat sendiri oleh 
pewaris dan di tandatanganinya dan di masukkan dalam sampul yang 
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disegel untuk selanjutnya diserahkan kepada notaris yang dihadiri oleh 
empat orang saksi. 
Dihadapan notaris, si peninggal warisan kemudian 
menerangkan, bahwa yang ada di salam sampul tersebut adalah surat 
wasiatnya dan yang menulisnya adalah dia sendiri atau ditulis oleh 
orang lain. Oleh notaris kemudian dibuat akta supersriptie yang dapat 
ditulis pada sampul surat wasiat atau pada kertas sendiri dan ditanda 
tangani oleh peninggal warisan, notaris dan saksi-saksi. 
(2) Surat Wasiat menurut Isinya 
Surat wasiat menurut isinya ada dua yaitu: 
1. Surat wasiat pengangkatan waris (erfstelling) 
2. Surat wasiat hibah (legaat) 
1) Surat wasiat pengangkatan waris 
Berdasarkan ketentuan pasal 954 KUHPerdata (BW), bahwa 
yang dimaksudkan dengan surat wasiat pengangkatan waris adalah 
surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan 
(pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau 
sebahagian dari harta kekayaannya jika ia meninggal dunia. Ahli 
waris berdasarkan hal ini, disebut ahli waris wasiat (testamentaire 
erfgenaam) seperti halnya ahli waris “ah intestate” ahli waris 
wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang 






2) Surat wasiat hibah 
Surat wasiat “testament” juga berisi suatu “legal” atau hibah 
wasiat.  
Surat wasiat adalah suatu pemberian seorang, adapun yang 
dapat diberikan pada suatu legal dapat berupa:
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a. Satu atau beberapa benda tertentu, 
b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis misalnya 
seluruh benda yang bergerak, 
c. Hak “Vruchgebriut” atas sebagian atau seluruh warisan, 
d. Sesuatu hak lain terhadap boedel. 
Adapun orang yang menerima suatu “legaat” dinamakan 
“legatarais” ia bukan ahli waris, dan karena tidak menggantikan dalam 
hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (yang penting tidak diwajibkan 
membayar hutang-hutangnya). Ia hanya berhak menuntuk penyerahan atau 
pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. 
Adakalanya seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan 
memberikan salah satu benda itu kepada orang lain lagi yang dituntut 
dalam testament. Pemberian suatu benda yang harus ditagih dari orang 
legataris dinamakan suatau “suclegaal”11 
                                                          
10
 Subekti, Hukum Acara Perdata (t.t.: Airlangga,2008), h. 88. 
11
 Ibid., h. 33. 
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Masalah hibah wasiat yang merupakan pengoperasian baru akan 
berlaku/ terlaksana setelah orang tua meninggal dunia. Adapun 
maksud/tujuan hibah secara garis besar dapat dipahami sebagai berikut: 
1. Dengan hibah wasiat telah menharuskan ahli untuk membagi-
bagi harta warisan penilaian pewaris/pemberi hibah wasiat, 
2. Dengan hibah wasiat pewaris/ pemberi hibah wasiat telah 
menyatakan secara mengikat sifat-sifat harta peninggalan. 




Adapun pembagian surat wasiat terbagi menjadi sebagai berikut : 
1) Surat Wasiat Yang Dibuat Diluar Negeri 
Hal ini diatur dalam pasal 946 BW menyatakan bahwa seorang warga 
Indonesia yang tunduk pada hukum perdata berat (bergelijk Wetboek) dapat 
membuat surat wasiat di luar negeri, namun dengan suatu akta autentik dengan 
mengikuti acara-acara yang lazim di pergunakan di negara tersebut, dan 
kensul Indonesia dapat di lakukan tindakan-tindakan yang lazim dilakukan 
notaris Indonesia. 
2) Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Luar Biasa 
Mengenai pembuatan suarat wasiat dalam keadaan luar biasa ini di atur 
oleh pasal-pasal 946, 947 dan 948 BW. Pada pasal 946 BW memberikan 
kemungkinan pada prajurit atau seorang yang ada dalam dinas ketentaraan, 
dalam kadaan peran adapat mebuat surat wasiatnya di hadapan seorang 
                                                          
12
 Sudarnono, Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Grafika,1991), h. 35. 
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perwira yang berpangkat serendah-rendahnya letnan. Atau jika tidak ada 
perwira dapat dilakukan dihadapan orang yang pengkatnya paling tinggi 
dengan diahadiri oleh dua orang saksi. 
Pada pasal 947 BW memberikan ketentuan hukum membuat surat 
wasiat dalam kapal laut yang yang sedan berlayar, disini surat wasiat di buat 
dihadapan kapten dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
Jika sesorang berada di daerah yang terpencil yang terputus hubungan 
dengan luar karena pemberontakan, wabah penyakit ataupun karena bencana 
alam, maka surat wasiat dapat dibuat dihadapan pegawai pamongpraja dan 
dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi. 
Jika pembuat surat wasiat tersebut itu seorang buta huruf maka hal ini 
harus diterangkan dalam surat wasiat. 
Pada pasal 950 BW memberikan keterangan bahwa surat wasiat yang 
dibuat dalam keadaan luar biasa tersebut akan menjadi tidak mempunyai 
ketentuan lagi (Krachteloos) jika telah berakhirnya masa luar biasa tersebut 
dengan tenggang waktu 6 bulan.  
(3) Penarikan Kembali Surat Wasiat 
Penarikan kembali surat wasiat dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 
a. Penarikan kembali secara tegas  
b. Penarikan kembali secara diam-diam 
a) Penarikan kembali secara tegas 
Hal ini diatur dalam pasal 992 dan pasal 993 BW. Menurut pasal 
992 BW penarikan kembali secara tegas ini dapat dilakukan : 
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1. Dalam suatu hibah wasiat baru yang diadakan menurut 
pasal-pasal dari BW. 
2. Dalam suatu akta notaris khusus (bijzondere notariele akte) 
Apakah arti “khusus” tersebut? Dalam arti yang sempit maka 
suatu hibah wasiat hanya dapat ditarik kembali dengan suatu notaris 
biasa, yang memuat penarikan kembali ini saja. 
Tetapi dalam hal ada suatu hibah wasiat baru yang tidak 
memenuhi syarat-syarat acara yang ditentukan oleh BW sehingga 
testamen yang baru itu batal selaku testamen, tetapi sah selaku akta 
notaries, pasal 993 BW menunjukkan kepada suatu kemungkinan, 
bahwa akta notaris tidak hanya memuat suatu penarikan kembali, 
melainkan juga mengulangi baberapa penetapan dalam testamen yang 
lama. Dan dalam hal ini, menurut pasal 993 itu, penetapan-penetapan 
yang diulangi itu tetap berlaku. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah khusus ini harus 
diartikan lebih luas, yaitu bahwa suatu testamen dapat ditarik kembali 
juga dengan suatu akta notaris biasa, yang tidak hanya memuat 
penarikan saja, melainkan juga memuat penetapan-penetapan lain 
mengenai kemauan terakhir dari sipeninggal warisan.  
b) Penarikan Kembali Secara Diam-Diam 
Dalam Burgelijk Wetboek ada termuat tiga contoh dari 
penarikan kembali testament secara diam-diam yaitu: 
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1. Jika seseorang meninggalkan warisan membuat dua testament 
berturut-turut, yaitu isinya tidak cocok atu sama lain. Dalam 
hubungan ini oleh pasal 994 BW ditentukan, bahwa penetapan dari 
testament pertama, yang bertentangan dengan penetapan-penetapan 
testament kedua, dianggap ditarik kembali. Misalnya dalam 
testament pertama seorang A diberi sebuah rumah tertentu dan 
dalam testament yang kedua rumah itu diberikan kepada si B. 
Apabila pertentangan ini tidak begitu jelas. Maka dalam hal ini 
harus diteliti maksud sebenarnya dari sepeninggal warisan. Kalau 
misalnya dalam testament pertama suatu rumah diberikan kepada 
seorang A dan dalam testament yang kedua hak memetik hasil atas 
rumah itu diberikan kepada seorang B maka ada pertentangan 
apabila maksudnya ialah bahwa si A hanya mendapat hak milik saja 
atas rumah dengan tidak mempunyai hak memakai dan memetik 
hasil rumah itu. 
2. Apabila suatu barang yang dalam suatau testament suda diberikan 
kepada seorang A, kemudian oleh sipenghibah, sebelum wafat, 
dijual atau ditukarkan kepada B. 
3. Seorang B maka si penghibah kepada si A harus dianggap ditarik 
kembali demikian dikatakan oleh pasal 996 BW, 
4. Apabila suatu tastament olografis diminta kembali dari notaris oleh 
sipembuat testament itu maka testament ini diaggap di tarik 
kembali. Demikian dikatakan oleh pasal 934 BW. 
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Pasal 995 BW menuntut suatu peraturan mengenai baik 
mpenarikan secara tegas maupun secara diam-diam yaitu bahwa 
penarikan kembali kedua-duanya itu tetap berlaku meskipun kemudian 
ternyata, bahwa seorang yang selaku akibat penarukan kembali itu akan 
mendapat warisan, tidak akan mendapat warisan itu, oleh karena 




5. Gugurnya Suatu surat Wasiat Menurut KUHPerdata dan Kompilasi 
Hukum Islam 
a. Menurut KUHPerdata 
Suatu wasiat dapat gugur menurut sistem hukum perdata apabila: 
1) Berdasarkan pasal 997 BW, yaitu apabila pembelian barang testament 
disertai suatu syarat yang pemenuhannya tergantung tarif suatu keadaan 
yang belum tentu akan terjadi dan ahli waris yang diberi barang itu 
kemudian wafat sebelum keadaan itu terjadi  maka penghibahan itu adalah 
gugur (vervalleng) artinya tidak berlaku. 
2) Berdasarkan pasal 998 BW, menunjukkan bahwa pada suatu pemberian 
dalam tastament yang hanya pelaksanaannya saja di pertangguhkan. 
Dalam hal ini hak dari orang, 
3) Mendapat pemberian barang itu beralih pada ahli warisnya apabila ia 
wafat sebelum pemberian itu dapat dilaksnakan. Pasal ini ditafsirkan 
sedemikian rupa oleh kebanyakan ahli hukum bahwa yang dimaksud 
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dalam pasal 988 BW yang suatu pemberian yang pelaksanaannya 
tergantung dari suatu keadaan yang ada, 
4) Waktu wafatnya sipeninggal warisan belum terjadi tetapi sudah tentu akan 
terjadi, seperti misalnya wafatnya seseorang tertentu, 
5) Berdasarkan pasal 999 BW, pemberian barang dalam testament dapat 
gugur apabila: 
a) Barangnya lenyap pada waktu penghibah masih hidup atau, 
b) Barang itu kemudian, setelah wafatnya sipenghibah, baru lenyap 
dilupa salahnya seseorang ahli waris yang harus melaksanakan 
testament itu. 
6) Berdasarkan pasal 1000 BW, yaitu menunjuk pada penghibahan atau 
penghitung, yang dianggap gugur, apabila hutang itu kemudian biaya 
kepada sipenghibah pada waktu ia belum wafat, 
7) Berdasarkan pasal 1001 BW, yaitu: 
a) Suatu hibah wasiat adalah dianggap gugur, apabila ahli waris yang di 
beri barang warisan itu, menolak akan menerima barang itu atau oleh 
BW menjadi ahli waris. 
b) Apabila dengan penghibahan ini dimaksudkan akan memberikan 
keuntungan kepada seorang ketiga, maka pengibahan ini tidak gugur, 
artinya kewajiban menguntungkan seorang ketiga, ini tetap melekat 
pada ahli waris yang akan menggantikan yang menolak itu menurut 
hukum warisan tanpa testament.  
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8) Berdasarkan pasal 1004 BW, yang menunjukkan pada kemungkinan 
adanya penuntutan supaya suatu penghibahan dalam testament oleh hakim 
dinyatakan gugur yaitu apabila yang dihibahi itu tidak memenuhi syarat-
syarat yang tentukan oleh sipenghibah.
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b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 
1. Berdasarkan pasal 197 KHI ayat (1), wasiat menjadi batal apabila 
calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: 
a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiayanya 
berat pada pewasiat. 
b) Dipersilahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan 
bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat 
untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk 
kepentingan calon penerima pewasiat, 
d) Dipersalahkan telah mengelapkan atau merusak atau memalsukan 
surat wasiat dari pewasiat. 
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima 
wasiat itu: 
a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal 
dunia sebelum meninggalnya pewasiat, 
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b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 
menerimanya, 
c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan 
menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum 
meninggalnya pewasiat. 
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang wasiatkan musnah. 
4. Berdasarkan pasal 198 KHI, wasiat yang berupa hasil dari suatu benda 
ataupun pemanfaatan suatu benda diberikan jangka waktu tertentu.
15
  
B.  Kerangka Pikir 
      Dari berbagai  teori yang ada maka dapat disimpulkan jika surat wasiat 
mempunyai berbagai macam bentuk baik dari segi KUHPerdata maupun dari 
segi Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana pelaksanaannya di PA dan PN 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah 
yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 
masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. 
Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data, 
keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah 
penelitian. Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka tidak lepas dari 
apa yang disebut dengan metode penelitian. 
A. Jenis Penelitian 
             Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus 
kajian pendekatan Yuridis Sosiologis (Sociologys Legal Research). Secara 
yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berlaku 
sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata untuk mencapai 
tujuan akhir . Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di 
lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari 
sudut penerapan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di  Pengadilan Negeri Makassar, dalam Pilihan 
lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan 
tersebut banyak kasus tentang wasiat yang di mulai tanggal 2 September 2013 





C. Populasi dan Sampel 
1.  Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Agama Makassar.  
2.  Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik non random, 
Sampel dalam Penelitian ini diambil menggunakan Purpossive sampling, yaitu 
dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Selain itu, 
besar sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan secara 
arbriter oleh penulis.  
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan 
dengan melakukan wawancara terhadap informan yang mempunyai 
keterkaitan dengan pembahasan. 
b. Data sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung terhadap data 
primer yang meliputi aturan-aturan hukum, laporan-laporan, dokumen 
serta data tertulis lainnya yang dianggap berhubungan dengan sangat 
mendukung penulisan ini.  
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 





1) Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung 
dilapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh yang 
relevan dengan membahas skripsi ini dengan cara: 
a) Observasi : yakni dengan mengumpulkan data melalui pengamatan 
fakta hukum yang terjadi secara langsung dilapangan sesuai dengan 
pokok pembahasan. 
b) Wawancara : yakni mengadakan wawancara langsung dengan 
informan yang terdiri dari Hakim Pengadilan Agama, Hakim 
Pengadilan Negeri dan Masyarakat pencari keadilan di kota 
Makassar. 
2) Penelitian kepustakaan (library research) yaitu mempelajarai buku-buku 
yang ada hubungannya dengan materi penelitian.  
F. Teknik Analisis Data 
Analisis yang dipergunakan adalah analisis diskriptif kualitatif, yaitu 
setelah data terkumpul lalu diidentifikasi secara seksama untuk menganalisis 
data, baik data primer maupun data sekunder.  
G. Kerangka Outline 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Surat Wasiat Menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri 
Makassar 
Wasiat adalah suatu akta yang berisikan suatu pernyataan kemauan 
terakhir dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap kekayaannya 
setelah meninggal dunia kelak. Wasiat sebagai salah satu hukum kekeluargaan 
yang mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya 
sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan 
pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Wasiat 
mempunyai fungsi terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi 
harta peninggalannya dengan cara yang baik. 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di Pengadilan 
Negeri Makassar yaitu Bapak Pudjo Hunggul yang menjabat sebagai hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa seorang pelaksana wasiat 
berkewajiban untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya kepentingan ahli waris 
yang dipercayakan kepadanya. Pelaksana wasiat adalah orang yang melakukan 
perbuatan hukum atas nama orang lain, yaitu para ahli waris dalam urusan harta 





tidak tergantung pada para ahli waris, namun sementara terikat oleh karena 
pelaksanaan perintah itu sendiri.
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Siapapun yang menjadi pelaksana wasiat adalah salah jika pelaksana 
wasiat melanggar isi dari wasiat dan bertindak atas kemauannya sendiri sehingga 
merugikan kepentingan si penerima wasiat dan menjual serta menerima hasil 
penjualan warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal tersebut, 
pelaksanaan atas suatu wasiat bagi ahli warisnya mungkin dapat bermasalah, 
misalkan tindakan pelaksana wasiat dalam suatu kasus yang tidak sesuai dengan 
isi wasiat atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas isi surat wasiat 
sehingga memilih untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Makassar.  
Mengenai perkara wasiat yang ingin diselesaikan di Pengadilan Negeri 
Bapak Pudjo Hanggul mengatakan bahwa penyelesaian sengketa wasiat di 
pengadilan Negeri sebaiknya merupakan pilihan terakhir yang ditempuh oleh 
pihak-pihak yang bersengketa setelah musyawarah secara kekeluargaan tidak 
ditemukan kesepakatan. Karena menurut beliau diperlukan beberapa tahapan yang 
membutuhkan waktu yang cukup lama dan dana yang tidak sedikit yang 
ditimbulkan dalam proses penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan. Adapun 
tentang tahapan yang perlu dilalui Bapak Pudjo Hanggul menjelaskan bahwa 
salah satu fungsi hukum acara dalam penangan sebuah perkara adalah untuk 
mengatur tahapan-tahapan persidangan dalam pemeriksaan perkara. Oleh sebab 
itu, bagi yang akan menghadapi atau maju berpekara di pengadilan perdata 
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dengan berbagai pertimbangan maka ada beberapa hal penting untuk diketahui 
mengenai alur berperkara, yakni:  
1. Mengajukan  gugutan  yang sudah ditanda tangani yang ditujukan kepada 
ketua Pengadilan Negeri setempat melalui kepaniteraan perdata . Pada 
bagian kepaniteraan perdata gugatan tersebut diregister dan dan nomor 
register dari gugatan yang di daftarkan tersebut biasanya lansung menjadi 
nomor perkara. Kemudian membayar biaya perkara sesuai dengan besaran 
yang telah ditetapkan.  
2. Setelah gugatan didaftarkan dan biaya perkara telah dibayar, maka  
pendaftaran gugatan selesai. Pihak  yang mengajukan gugatan tinggal 
menunggu pemberitahuan dari pengadilan tentang tindak lanjut dari 
gugatan yang didaftarkannya dalam beberapa hari.  Selanjutnya bagian 
kepaniteraan akan meneruskan gugatan yang telah diregister kepada Ketua 
Pengadilan . Selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim dan 
panitera yang akan menangangi perkara dari gugatan yang telah diregister 
tadi. 
3. Kemudian Majelis Hakim yang telah ditunjuk Ketua Pengadilan  
menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera perkara 
tersebut untuk menyampaikannya kepada para pihak untuk hadir pada 
sidang pertama pada hari yang sudah ditetapkan. Khusus untuk pihak 
tergugat pemberitahuan hari sidang disertai dengan surat gugatan.
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4. Pada hari sidang yang sudah ditetapkan dan para pihak (Penggugat dan 
tergugat) sudah hadir, Majelis Hakim membuka sidang sesuai ketentuan 
hukum acara yang berlaku. Dalam sidang pertama itu majelis Hakim 
meminta pihak-pihak yang berperkara masuk dalam ruang sidang dan 
menanyakan identitas penggugat maupun tergugat sesuai dengan dengan 
yang tertera pada surat gugatan. Dalam kesempatan sidang pertama itu  
biasanya majelis hakim akan menanyakan apakah pihak penggugat adalah 
kuasa penggugat atau kuasa hukum dari penggugat, begitu pula sebaliknya 
dengan pihak tergugat.  
5. Setelah selesai  dengan identitas dan legalitas para pihak, kemudian hakim 
meminta kepada Penggugat untuk membacakan gugatan dan bisa juga 
tidak dibacakan (berdasarkan kesepkatan pihak-pihak yang berpekara). 
Setelah gugatan selesai dibacakan, maka hakim menanyakan apakah ada 
hal-hal yang akan diperbaiki atau diubah atas gugatan. Dan apabila 
penggugat sudah merasa cukup dengan surat gugatannya, maka Majelis 
Hakim meminta para pihak yang bersengketa untuk melakukan upaya 
perdamain terlebih dahulu (mediasi). Mediator untuk melakukan mediasi 
bisa disediakan oleh para para pihak dan bila tidak bisa, maka majelis 
hakim akan menunjuk mediator (biasanya dari hakim pengadilan 
setempat).
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6. Upaya mediasi  dilakukan oleh mediator dengan mempertemukan pihak-
pihak dan bisa berlangsung beberapa kali pertemuan. Tujuan mediasi 







adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara 
para pihak, untuk menghindari biaya mahal dan menghindari proses 
perkara dalam jangka waktu lama. Apabila dalam mediasi yang dilakukan 
mediator tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka hasil kesepakatan 
para pihak itu dibawa kembali dalam persidangan dan kemudian majelis 
hakim akan mengukuhkan ada perdamaian dan kesepakatan pihak-pihak 
yang berperkara tersebut sebagai putusan akhir dari perkara bersangkutan.  
7. Apabila dalam upaya mediasi tidak tercapai kesepakatan dan tidak tercapai 
perdamaian diantara pihak-pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim 
melanjutkan persidangan  dengan acara jawaban dari tergugat atas gugatan 
penggugat  dalam persidangan berikutnya. 
8. Pada sidang berikutnya, para tergugat menyampaikan dan membacakan 
keberatan dan jawabannya atas gugatan penggugat. Jawaban tergugat bisa 
saja tidak dibacakan sesuai kesepakatan para pihak, jawaban hanya 
diserahkan saja dalam persidangan. Kemudian sidang ditunda lagi, guna 
memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi jawaban 
Tergugat.  
9. Pada sidang berikutnya dengan acara pembacaan atau penyampaian 
tanggapan Penggugat atas jawaban. Setelah pembacaan tanggapan atas 
jawaban tergugat, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan 
kepada tergugat untuk melakukan tanggapan balik atas tanggapan 





10. Persidangnyan berikutnya setelah penundaan kepada pihak Tergugat 
diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau membacakan tanggapan 
balik atas tanggapan penggugat atas jawaban. Setelah itu hakim akan 
menunda sidang ke hari berikutnya dengan acara putusan sela.  
11. Pada persidangan berikutnya setelah ditunda dengan acara penyampaian 
putusan sela. Apabia Majelis hakim memandang tidak ada hal-hal yang 
membuat persidangan perkara itu tidak bisa dilanjutkan atas alasan hukum, 
maka persidangan akan dilanjutkan ke hari berikutnya dengan acara 
pemeriksaan pokok perkara yakni pengajuan bukti dari Penggugat.  
12. Pada sidang berikutnya setelah ditunda, Penggugat mengajukan surat bukti 
yang menguatkan dalil-dalil gugatannya. Pengajuan bukti Penggugat itu 
biasanya disertai dengan daftar pengantar bukti dan sekaligus memberikan 
kode dan penjelasan dari masing surat  bukti yang diajukan. Bukti-bukti 
surat yang diajukan Penggugat akan diteliti satu persatu oleh majelis 
hakim dan disaksikan pihak lawan (tergugat) yang juga diperbolehkan 
turut memeriksa surat-surat bukti bersangkutan. Surat-surat bukti yang 
diajukan akan dicocokan asli dan copynya. Selesai memeriksa bukti 
penggugat pada sidang hari itu, kepada penggugat masih diberikan 
kesempatan untuk mengajukan tambahan bukti pada sidang berikutnya. 
Selesai sidang pemeriksaan bukti Penggugat, maka sidang ditunda kehari 
berikutnya dengan cara pemeriksaan bukti tergugat.
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13. Pada siding pengajuan dan pemeriksaan bukti tergugat, prosesnya sama 
dengan proses pengajuan bukti penggugat. Setelah selesai pemeriksaan 
bukti tergugat, sidang ditunda kehari berikutnya dengan acara saksi dari 
Penggugat.  
14. Setelah selesai pemeriksaan bukti tergugat, maka sidang ditunda ke hari 
berikutnya dengan acara pengajuan saksi dari penggugat. Dalam 
persidangan pemeriksaan saksi dari penggugat, siapa yang akan dijadikan 
saksi oleh penggugat  dan berapa orang diserahkan pada penggugat. Pada 
pemeriksaan saksi penggugat, selain penggugat dan hakim, tergugat 
diperkenakan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi penggugat. 
Apabila penggugat sudah cukup dengan saksinya, maka sidang ditunda 
kehari berikutnya dengan cara saksi dari Tergugat. 
15. Dalam sidang pemeriksaan saksi Tergugat proses dan tata caranya sama 
dengan pemeriksaan saksi Penggugat, dimana penggugat juga punya 
kesempatan untuk menanyai saksi Tergugat. Dan jika tidak ada lagi saksi-
saksi yang akan diajukan Penggugat maupun Tergugat maka sidang akan 
ditunda yang bisa lansung kepada kesimpulan para pihak atau sebelum itu 
bisa juga didahului dengan sidang pemeriksaan stempat untuk perkara-
perkara tertentu baik atas permintaan para pihak maupun pertimbangan 
majelis hakim. 
16. Bahwa apabila ada permintaan dari para pihak untuk melakukan sidang 
pemeriksaan setempat (PS), maka majelis hakim bersama para pihak akan 





pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan 
perkara atau tanggung jawab yang meminta pemeriksaan setempat (PS) 
dan atau pembiayaan yang ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan 
pihak-pihak. 
17. Selesai sidang pemeriksaan setempat (PS), maka baik penggugat maupun 
penggugat membuat kesimpulan dan dibacakan atau disampaikan pada 
hari sidang yang sudah ditentukan. Selesai penyampaian dan pembacaan 
kesimpulan Penggugat dan Tergugat itu, maka majelis hakim akan 
menunda sidang kehari berikutnya dengan acara putusan.  
18. Pada sidang berikutnya setelah ditunda, acara persidangan adalah putusan 
hakim. Dalam persidangan putusan hakim tersebut, majelis hakim akan 
membacakan putusannya  setelah majelis hakim bermusyawarah. Apapun 
putusan hakim, maka kepada para pihak diberikan kesempatan melakukan 
upaya hukum yang tersedia dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan 
hukum acara untuk menyatakan sikap. Dan maka setelah hakim 
membacakan putusan dan mengeotok palu, maka sidang perkara perdata 
pada pengadilan tingkat pertama itu dinyatakan selesai dan ditutup.
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Lebih lanjut ditambahkan oleh bapak Pudjo Hunggul bahwa dalam hal 
memberikan putusan mengenai pelaksanaan wasiat, Hakim tidak berdasarkan 
pada kepentingan si pewaris dalam wasiatnya, hak ahli waris atas wasiat si 
pewaris dan aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban seorang pelaksanan 
wasiat tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu berdasarkan bukti-







bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ke muka persidangan, 
sehingga Pengadilan dapat berkeyakinan adalah benar-benar orang yang ditunjuk 
oleh pewasiat dalam Akta Wasiatnya sebagai Pelaksana Akta Wasiat tersebut atau 
bukan.  
Dalam hal mewaris dengan ketentuan testamen, pewaris dapat menentukan 
siapa-siapa yang dapat menggantikan atas harta kekayaan yang ditinggalkannya. 
Pewasiat juga dapat mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat yang 
bertugas mengawasi bahwa wasiat itu dilaksanakan sesuai dalam surat wasiat itu. 
Dalam hal pengangkatan pelaksana wasiat tersebut perlu diperhatikan dalam Pasal 
1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerdata bahwa dengan mengangkat dan 
menetapkannya dalam akta wasiat, wasiat dibawah tangan (codicil) atau akta 
notaris khusus, dimana di dalam akta/surat tersebut dapat diangkat seorang atau 
lebih (jika lebih dari seorang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung 
renteng). 
Menurut Bapak Pudjo Hanggul adapun orang-orang yang dapat menjadi 
pelaksana wasiat tidak boleh sembarangan, karena terdapat golongan orang-orang 
yang tidak boleh diangkat sebagai pelaksana wasiat yaitu seorang wanita yang 
telah kawin, anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, orang 
yang tidak cakap. Oleh karena itu orang yang cakap selain yang disebutkan dapat 
menjadi pelaksana wasiat.
6
 Hal ini sesuai dengan Pasal 1006 KUHPerdata yang 
menyebutkan bahwa :  







Wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, sekalipun ia telah 
memperoleh pendewasaan, orang yang ada di bawah pengampuan, dan 




Namun wanita yang dalam status perkawinan saat ini berdasarkan UU 
1/1974 tentang Perkawinan dinyatakan cakap untuk bertindak hukum, sehingga 
sah jika diangkat sebagai pelaksana wasiat. 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Pudjo Hanggul bahwa pelaksana wasiat 
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
8
 : 
1) Menguasai (bezitten) harta peninggalan pewaris baik bergerak maupun 
yang tidak bergerak. Hal ini sejalan dengan pasal 1007 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa:  
Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan 
atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu 
daripadanya.  
Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap 
maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak 
akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung dari hari 
ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu.
9
  
2) Membuat daftar budel/inventarisasi harta peninggalan (boedelbeschrijving). 
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1010 KUHPerdata yang menyatakan 
bahwa:  
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Pelaksana wajib mengusahakan pembuatan perincian harta 
peninggalan itu dihadapan para ahli waris yang ada di Indonesia atau 
setelah memanggil mereka dengan sah.
10
 
3) Dalam hal terdapat ahli waris yang dibawah umur atau ditaruh dibawah 
pengampuan ( yang tidak mempunyai wali atau pengampu) atau jika ada 
ahli waris yang tidak hadir, maka pelaksana wasiat wajib mengusahakan 
penyegelan atas harta peninggalan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1009 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 
Pelaksana surat wasiat harus mengusahakan penyegelan harta 
peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih di bawah umur atau 
ditaruh di bawah pengampuan. yang pada waktu pewaris meninggal 
tidak mempunyai wali atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang 
tidak hadir, baik sendiri maupun dengan perantaraan.
11
 
4) Menagih piutang harta peninggalan kepada debitur. Terdapat dalam pasal 
1013, bahwa: 
Para pelaksana yang menguasai harta peninggalan bahkan di muka 
Hakim pun, berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba 
waktunya dan dapat ditagih selama penguasaan.
12
 
5) Mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan, dan jika 
terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk 
mempertahankan berlakunya surat wasiat. Hal tersebut sesuai dengan 
Pasal 1011 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 
Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris 
dilaksanakan, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan 
ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya.
13
 











6) Membayar atau menyerahkan hibah wasiat kepada yang berhak dan 
apabila tidak ada uang tunai untuk membayar, maka pelaksana wasiat 
berwenang untuk menjual harta peninggalan sesuai dengan syarat dan 
ketentuan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1012 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa: 
Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah wasiat 
tidak tersedia, maka pelaksana mempunyai wewenang untuk 
mengusahakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan 
setempat. atas barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan 
bila perlu, juga satu atau beberapa dari harta tetap, tetapi yang tersebut 
terakhir haruslah dengan persetujuan para ahli waris, atau bila mereka 
tidak ada dengan izin Hakim, kecuali bila para ahli waris berkenan 
untuk membayar lebih dahulu uang yang diperlukan.
14
 
 Namun terdapat pula batasan kewenangan dan kewajiban pelaksana 
wasiat sebagai berikut : 
1) Pelaksana wasiat tidak berwenang untuk menjual harta peninggalan untuk 
keperluan pembagian harta peninggalan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 
1014 KUHPerdata yakni : 
Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta 
peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir 
pengelolaan, mereka wajib memberikan perhitungan dan 
pertanggungjawaban kepada orang-orang yang berkepentingan, dengan 
menyerahkan semua barang dan efek yang termasuk harta peninggalan, 
beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian 
antara para ahli waris. Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus 
membantu para ahli waris, bila para ahli waris ini menghendakinya.
15
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2) Atas permintaan para ahli waris membantu melakukan pemisahan dan 
pembagian harta peninggalan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1014 
KUHPerdata yakni : 
Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta 
peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir 
pengelolaan, mereka wajib memberikan perhitungan dan 
pertanggungjawaban kepada orang-orang yang berkepentingan, dengan 
menyerahkan semua barang dan efek yang termasuk harta peninggalan, 
beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian 
antara para ahli waris. Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus 
membantu para ahli waris, bila para ahli waris ini menghendakinya.
16
 
3) Kekuasaannya tidak beralih kepada ahli warisnya. Hal tersebut sejalan 
dengan Pasal 1015 KUHPerdata yakni : 




4) Kekuasaannya untuk menguasai harta peninggalan maksimal dalam jangka 
waktu 1 tahun terhitung sejak pelaksana dapat menguasai harta 
peninggalan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1007 KUHPerdata 
yakni : 
Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan 
atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu 
daripadanya.  
Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap 
maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak 
akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung dari hari 
ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu.
18
 











5) Wajib membuat perincian harta peninggalan (boedelbeschrijving) dan 
membuat perhitungan dan pertanggungjawaban (walaupun terhadap hal-
hal itu pelaksana wasiat dibebaskan oleh pewaris dalam wasiatnya). Hal 
tersebut sejalan dengan Pasal 1018 KUHPerdata yakni: 
Tiap-tiap ketentuan pewaris yang berisi bahwa pelaksana surat 
wasiatnya dibebaskan dari pembuatan pemerincian harta peninggalan, 




6) Apabila pelaksana wasiat menerima tugasnya, maka ia harus 
menyelesaikannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1021 KUHPerdata 
yakni : 
Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas pelaksana suatu 
wasiat atau tugas pengelola warisan atau hibah wasiat, tetapi orang 
yang telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya. Bila pewaris 
tidak memberikan upah kepada pelaksana untuk melakukan 
pekerjaannya, atau tidak memberikan hibah wasiat untuk itu 
kepadanya, maka pelaksana itu atau para pelaksana bila diangkat lebih 
dari satu pelaksana, untuk diri sendiri atau untuk mereka bersama-
sama, berhak memperhitungkan upah, sebagaimana ditetapkan pada 
Pasal 411 untuk para wali.
20
 
Sesuai Pasal 1021 KUHPerdata bahwa pelaksana wasiat mempunyai 
hak yakni menerima upah sesuai dengan upah wali dalam pasal 
411KUHPerdata yaitu : 
 3% dari segala pendapatan, 
 2% dari segala pengeluaran dan 
 1½ % dari modal yang diterima 
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Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa pelaksanaan surat wasiat di 
Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat di dalam buku BAB XIV kedua KUHPerdata tentang pelaksana 
surat wasiat dan pengelola harta peninggalan. 
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Surat Wasiat Menurut 
KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar 
Setelah melakukan wawancara dari beberapa informan yang berkaitan 
dengan masalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan surat wasiat 
menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar maka diperoleh beberapa 
informasi mengenai beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 
1. Ahli waris keberatan dengan surat wasiat  
Wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang 
tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Hal 
ini berarti, seseorang berhak membuat ketetapan apa saja terhadap hartanya 
setelah ia meninggal dunia, seperti memberikan seluruh atau sebagian 
hartanya kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat. Ahli waris seringkali 
merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut karena mereka merasa bagian 
warisannya berkurang, apalagi wasiat tersebut diberikan kepada orang lain 
yang bukan anggota keluarga mereka, hal ini memicu terjadinya perebutan 





masing merasa berhak atas suatu jumlah tertentu dari warisan tersebut.
21
  
Perkara tersebut seringkali terjadi, menurut salah seorang informan 
yaitu ibu Rita Arifin yang menjadi penggugat atas kasus wasiat yang 
diajukannya di PN Makassar, beliau menjelaskan tentang alasannya 
mengajukan gugatan bahwa surat wasiat yang dikatakan dibuat almrh. Ibunya 
terdapat banyak kejanggalan dan sangat merugikan dirinya sebagai ahli waris 
yang sah (legitim portie) dan sangat menguntungkan para tergugat. Sehingga 
surat wasiat dianggap mencederai rasa keadilan karena telah menghalangi hak 




Hal tersebut kadang menghambat dilaksanakannya surat wasiat karena 
diperlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu keputusan pengadilan 
mengenai sengketa wasiat dalam keluarga tersebut. 
2. Apabila surat wasiat dianggap batal 
Apabila dicermati tidak ada suatu pasal pun di BW yang menyebut 
tentang batalnya wasiat. Namun ada beberapa hal dapat menjadi acuan 
batalnya pelaksanaan surat wasiat seperti yang tertera dalam KHI. Surat wasiat 
yang batal tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana wasiat. Adapun beberapa 
hal yang mengakibatkan batalnya wasiat adalah sebagai berikut: 
a. Wasiat tidak mengikat kecuali apabila orang yang berwasiat tersebut 
telah meninggal dan tetap dalam wasiatnya. Orang yang berwasiat 
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dapat menarik kembali wasiatnya sebelum meninggal. Bila si pemberi 
wasiat ini menariknya, maka wasiat menjadi batal. 
b. Gila dan rusak akal menghilangkan kecakapan seseorang melakukan 
tindakan hukum. Wasiat yang pernah dibuat oleh orang yang berwasiat 
dan kemudian orang tersebut tertimpa penyakit gila, wasiatnya menjadi 
batal. 
c. Bila orang yang berwasiat pada saat hidupnya meninggalkan hutang, 
maka pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pembayaran hutang. 
Apabila hutang yang harus dibayar akan menghabiskan seluruh harta 
kekayaannya maka pelaksana wasiat tidak dapat menjalankan isi surat 
wasiat sehingga wasiat dianggap batal.  
d. Bila penerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari orang yang 
memberi wasiat maka wasiat tersebut menjadi batal, karena tujuannya 
tidak ada lagi. 
e. Bila penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat, maka wasiatnya 
batal. 
f. Penerima wasiat mempunyai hak untuk menolak wasiat agar jangan 
sampai keberatan dalam melaksanakan wasiat. 








C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menurut KUHPerdata 
Pada dasarnya, manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi 
manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda. Ditinjau dari 
logika, manusia berkeinginan supaya amal perbuatannya di dunia ini dapat 
diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu selain melakukan amal jariyah semasa 
sehat, maka mereka juga ingin menambahkannya setelah meningggal dunia, di 
antaranya dengan melaksanakan wasiat. Untuk dapat melaksanakannya sudah 
barang tentu harus memenuhi unsur-unsur dalam melaksanakan wasiat. Wasiat 
juga sebagai bentuk pemindahan kepemilikan harta, maka hendaknya 
mengandung pemaslahatan baik bagi si pewasiat maupun orang lain. Oleh karena 
itu hukum di Indonesia membuat ketentuan-ketentuan demi terpeliharanya 
kemaslahatan itu, di antaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
KUHPerdata. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum perdata Islam 
yang dijadikan kekuatan hukum di Pengadilan Agama RI, yang di dalamnya telah 
mengatur masalah keperdataan Islam, salah satunya adalah wasiat, begitu juga 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai sekarang ini masih 
menjadi hukum nasional Republik Indonesia. 
Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah banyak di antara kaum 
mukmin yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah 
diingkari oleh seorang pun. Tabiat manusia selalu bercita-cita agar amal 
perbuatannya di dunia dan di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk 
menambah taqarrubnya kepada Allah atas yang telah dimilikinya, atau untuk  





menambah amal kebajikan yang telah ada dan menutup kekurangan atau kekurang 
sempurnaan amal tersebut di antaranya adalah dengan jalan wasiat.  
Menurut Bapak Pudjo Hanggul dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang 
yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-
Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu 
ketetapan yang sah”. Kemudian Pasal 875 yang berbunyi : “Adapun yang 
dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan 
seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia 
dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. 
Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa dalam sistem 
hukum perdata wasiat diakui sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila 
dimuat dalam bentuk akta. Surat wasiat atau dikenal Testament pada KUHPerdata 
tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi bisa mendapatkan hukum yang sah 




Sebaliknya, pada fakta dilapangan bahwa wasiat dalam Kompilasi Hukum 
Islam  tidak bisa dijadikan pegangan untuk seseorang yang mendapatkan warisan 
(tidak bisa disengketakan) wasiat hanya bersifat amanah dari si pewasiat dan 
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wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dibenarkan apabila telah memenuhi rukun 
– rukun yang telah dijelaskan pada Al-Quran.24 
Hukum waris Testament timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang 
berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang 
tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diingini 
walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-
undang sementara itu menurut kitab-kitab fiqih klasik, wasiat merupakan transaksi 
yang didasarkan atas prinsip tabarru’atau atas dasar kesukarelaan. Hal ini tidak 
berarti bahwa ulama terdahulu tidak memahami arti penting akta wasiat, hanya 
saja akta wasiat pada waktu itu belum ditempatkan sebagai syarat esensial sahnya 
wasiat, karena unsur kepercayaan di antara mereka masih kuat, sehingga adanya 
akta wasiat belum diperlukan. Hukum waris Testament timbul atas dasar prinsip 
bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. 
Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa 




Dalam Pasal yang lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap 
ketentuan tentang pengangkatan waris melalui wasiat, dalam hal ini diatur dalam 
Pasal 954 yang berbunyi: “Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, 
dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta 
kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya 
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maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiganya”. Dengan demikian wasiat 
dalam ketentuan hukum perdata dapat berisi pengangkatan waris yang dikenal 




Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak boleh lebih dari ⅓ seperti yang 
ada dalam Pasal 201 KHI yang berbunyi: “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari 
harta warisan sedang ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya 
dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya”. Berbeda dengan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima 
wasiat yang tidak hanya sepertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI 
yang berbunyi: “Wasiat dilakukan  secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau 
di hadapan notaris”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta dibawah tangan atau tidak 
tertulis, tetapi harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Berbeda dengan 
KUHPerdata bahwa wasiat itu akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu 
yang berbentuk sebuah akta tertulis.
27
  
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia ada suatu persamaannya dan ada juga perbedaannya. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, (KUHPerdata) bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh 
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pewasiat maupun penerima wasiat. Sedangkan mengenai persamaan dalam KHI 
dan KUHPerdata adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat 
setelah meninggal dunia. Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu 
untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengakaran diantara ahli waris, 
karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat 
tersebut. Mengenai prosedur pelaksanaan wasiat itu sama-sama membutuhkan 
sebuah akta untuk menjamin terlaksananya wasiat dan akta tersebut merupakan 
syarat sahnya dalam pembuatan wasiat. Dalam pembuktian pun yang dibutuhkan 
adalah sebuah akta yang otentik.  
Perbedaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdata adalah karena KHI tidak 
mengenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris yang ada hanya 
pemberian seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan 
meninggal dunia. Sedangkan dalam KUHPerdata dikenal dengan adanya 
pengangkatan ahli waris (erfstelling) dan legaat. Mengenai kadar bagian wasiat, 
kalau dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih, sedangkan dalam 
KUHPerdata yang dicari adalah bagian minimal dari harta wasiat yang diterima.  
Ditambahkan pula oleh bapak Mustamin Dahlan bahwa wasiat dalam KHI 
berdasarkan pada al-Qur'an ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam 
KUHPer berdasar pada undang-undang. Konsep wasiat dalam KHI pada dasarnya 
dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris yang mana 
orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa 
paksaan, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer pada dasarnya dibuat secara 





dilakukan oleh orang sekurangnya berumur 18 tahun atau sudah kawin penduduk 
Indonesia. Persamaan tentang konsep wasiat antara KHI dan KUHPer dari segi 
prosedur bahwa baik dalam KHI dan KUHPerdata membutuhkan sebuah bukti 
yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik baik berupa lisan atau 
tertulis. Dari segi subyek orang yang berwasiat ditujukan kepada seseorang yang 
merasa telah dekat ajalnya dan meninggalkan harta benda yang cukup. Dari segi 
obyek merupakan benda (barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu 
benda ataupun kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. 











Dari keseluruhan uraian mengenai “Pelaksanaan Wasiat Menurut 
KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar” (Ditinjau dari Kompilasi Hukum 
Islam)”. Sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IV 
penulisan skripsi ini, maka pada Bab V sebagai bagian penutup akan diuraikan 
beberapa kesimpulan dan saran dari penyusun.  
Adapun hasil dari penelitian dan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-
bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Ada beberapa pengaturan tentang pelaksanaan wasiat yang diterapkan di 
Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan KUHPerdata diantaranya 
mengenai pengangkatan pelaksana wasiat yang telah sesuai dengan Pasal 
1006 KUHPerdata, tugas dan wewenang pelaksana wasiat yang diatur 
dalam Pasal 1007, 1009, 1010, 1011, 1012,1014, 1015, 1018 dan Pasal 
1021 KUHPerdata. Sehingga pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan 
Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di 
dalam buku BAB XIV kedua KUHPerdata tentang pelaksana surat 
wasiat dan pengelola harta peninggalan. 
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdata 





keberatan dengan surat wasiat dan apabila surat wasiat memenuhi unsur 
batal. 
3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menurut KUHPerdata 
bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata diantaranya sama-sama 
merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah meninggal dunia. 
Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 
kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengakaran diantara ahli waris. 
Sedangkan perbedaannya wasiat dalam KHI berdasarkan pada al-Qur'an 
ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer berdasar pada 
undang-undang, KHI tidak mengenal konsep penunjukan atau 
pengangkatan ahli waris tapi KUHPerdata dikenal dengan adanya 
pengangkatan ahli waris (erfstelling) dan legaat, Mengenai kadar bagian 
wasiat, kalau dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih, sedangkan 
dalam KUHPerdata yang dicari adalah bagian minimal dari harta wasiat 
yang diterima serta berbeda dalam konsep usia pembuat surat wasiat. 
 
B. Saran 
Dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait 
dengan penelitian penulis, antara lain : 
1. Agar pemerintah beserta para pakar dan praktisi hukum perlu 





materi hukum pada Kompilasi Hukum Islam, mengingat Kompilasi 
Hukum Islam yang belum final dan masih butuh penyempurnaan, 
maka dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang pasti dalam 
Kompilasi Hukum Islam terutama tentang pembuatan wasiat. 
2. Bagi masyarakat, yang Muslim maupun nonmuslim yang ingin  
membuat suatu wasiat diharapkan mengetahui perbedaan wasiat yang 
ada dalam hukum Islam dan KUHPerdata, sehingga wasiatnya dapat 
dijalankan berkenaan dengan boleh dan tidaknya berwasiat menurut 







Lampiran I : Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Pengadilan Negeri Makassar  
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